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Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk
memberdayakan masyarakat setempat. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan dikeluarkan
sejak tahun 1995 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan no 622/Kpts-11/1995,
setelah mengalami beberapa revisi hingga yang berlaku sekarang adalah Peraturan
Menteri Kehutanan nomor P.37/Menhut-11/2007 Junto P. 18/Menhut-11/2009. Kebijakan
tersebut bertujuan agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera dengan melibatkan
masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan. Implementasi di lapangan mengacu pada tiga
aspek vyaitu sosial, ekologi dan ekonomi. Pelaksanaan kebijakan tersebut
diimplementasikan di seluruh Indonesia, termasuk Propinsi Lampung. Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat termasuk paling maju dalam merespon baik dari segi
komitmen kebijakan, anggaran, pendampingan dan perencanaan. Pertanyaan penelitian
adalah bagaimana pelaksanaan HKm di Lampung Barat, bagaimana respon terhadap
revisi kebijakan HKm dan seperti apa formulasi model pelaksanaan HKm di Lampung
Barat?

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Barat pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan
Sumber Jaya, Kecamatan Way Tenong dan Kecamatan Gedung Serian, pada bulan April
2009 sampai dengan Agustus 2009. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif
kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan sistem purposive. Proses pengambilan
data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan dan
dilanjutkan dengan Diskusi Kelompok Terfokus/FGD (Focus Group Discussion), dengan
menggunakan alat bantu Teknik Delphi dan Sistem Analisa Sosial. Analisa
menggunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1/. Pelaksanaan HKm di Lampung Barat berjalan
sesuai dengan P.37/Menhut-11/2007. Tetapi terdapat beberapa kelemahan yakni
kurangnya ketersediaan Sumberdaya yang menyebabkan fasilitasi lapangan belum
optimal;  Sosialisasi belum semua sampai pada tingkat akar rumput sehingga



menyebabkan  penerimaan pemahaman yang berbeda pada beberapa pihak; Tata
hubungan kerja yang belum jelas antar satuan kerja terkait lingkup pemda dalam
mendukung pelaksanaan HKm terpadu; 2/. Secara umum, Pergeseran SK Menhut
31/Kpts-11/2001 menjadi Permenhut 37/Menhut-11/2007, disikapi dan direspon dengan
persiapan yang baik di tingkat masyarakat dan pemerintah, dan 3. Formulasi model
kebijakan HKm Lampung Barat menunjukkan adanya dukungan yang kuat berupa kerja
sama yang harmonis antara pihak Dinas Kehutanan, masyarakat dan pihak ketiga, yang
merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan HKm di Lampung Barat. Tetapi
tidak semua pihak ketiga dapat menjadi mitra yang sesuai, tergantung pada kapasitas,
komitmen dan visi yang searah.. Beberapa kritikal point terhadap P.37/Menhut-11/2007
terdapat pada: 1. Sistem Tenurial paska 35 tahun, 2. Provisi sumberdaya hutan, 3.
Pemanfaatan kayu dari areal HKm, 4. Fasilitasi Pemerintah, dan 5. kriteria batas
wilayah pengelolaan.
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